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BAB |
PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan BPR merupakan lembaga keuangan yang
kegiatan usahanya menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dan
masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk Kkredit kepada masyarakat. Terkait
dengan hal-hal tersebut diatas BPR sebagai perantara bagi pihak yang menyimpan
dana dan yang membutuhkan dana, harus memiliki kemampuan untuk menciptakan
suatu kondisi demi keberlangsungan usaha. Sehingga dapat menjadi lembaga
kepercayaan bagi masyarakat dan melayani nasabah dengan baik sehingga
kepercayaan masyarakat tetap tinggi dan bertumbuh maka diperlukan penerapan tata
kelola yang baik cleh BFR. ‘

Dalam rangka meningkatkan kinera Bank Perkreditan Rakyat, melindungi
kepentingan Stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan  sera nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri
perbankan, maka Bank Perkreditan Rakyat wajib melaksanakan kegiatan usahanya
dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate
Governance (GCG) yang meliputi 5 (ima) pilar yaitu Transparansi (transparency),
Akuntabilitas  (akuntability), Pertanggungjéwaban (responsibility), Independensi
(independency), Kewajaran (fairness).

Bank Perkreditan Rakyat secara konsisten dan berkesinambungan berupaya untuk
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Govemance (GCG) dan telah disusun
Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance sesuai dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor A/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran
Otoritaz Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020
tentang Perubahan Atas SEQJK No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata
Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka Bank Perkreditan Rakyat harus dapat
memiliki daya saing yang kuat serta mampu menjaga kelangsungan usaha dengan
menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkasinambungan.

/
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PT BPR JATENG dalam pengelolaan bank telah menerapkan prinsip - prinsip dalam
pelaksanaan Tata Kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan, sebagai berikut

Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan
informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses
pengambilan keputusan.

Akuntabilitas  (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ BPR sechingga pengelolaannya berjalan secara
efektif.

Pertanggungjawaban (Renponsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengeloiaan BPR
yang sehat.

Independensi (/ndependency) yaitu, pengelolaan BPR secara profesional
tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran {Faimess) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
pemangku kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.

1.1 Dasar Hukum

Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), PT. BFR JATENG berpedoman pada
ketentuan yang diatur pada :

1,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK} Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31
Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

_peraturan Qtoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJ K.03/2015 tanggal 3

November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan
Rakyat

_gurat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOQJK) Nomor 24/SEQJK.03/2020

tentang perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEQJK.03/2016 tentang penerapan
tata kelola bagi BPR.

_Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEQJK) Nomor 6/SEOJK.03/2016

tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank
Perkreditan Rakyat
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5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEQJK) Nomor 7/SEQJK.03/2016
tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank
Perkreditan Rakyat

1.2 TUJUAN TATA KELOLA
PT. BPR JATENG senantiasa berupaya untuk menerapkan praktek tata kelola
perusahaan yang sehat (GCG), dengan tujuan ;.

a.

Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan intemat dan
eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku untuk menjaga dana
masyarakat tetap aman dan mencegab terjadinya penyimpangan, sehingga
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank
Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank
kepada Stakeholders.

Meningkatkan kinerja dan produktivitas Bank dengan menerapkan GCG
dalam segala kegiatan Bank yang sejalan dengan visi, misi dan rencana
strategi usaha yang telah ditetapkan Bank agar bank semakin berkembang,
Sehat, Besar dan Kuat

Memperbaiki budaya kerja Bank.

Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Mengelola sumber daya Bank secara lebih efektif dan optimal

o
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BAB Il
PELAKSANAAN TATA KELOLA

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Pasal 75

_ayat 2 dan ayat 3 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEQJK.03/2016
tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan perubahannya
datam SEOQJK Nomor 24/SEQJK.03/2020. Maka pokok — pokok laporan Penerapan
Tata Kelola disusun sebagai berikut :

1. POKOK - POKOK IS| LAPORAN
Laporan Transparansi Tata Kelola terdin atas:
1.1, Ruang Lingkup Pengungkapan Penerapan Tata Kelola meliputi faktor — faktor
sebagai berikut

Palaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Palaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas dan fungsi komite

Penanganan benturan kepentingan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern.

Penerapan manajemen risiko temnasuk sistem pengendalian intern.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Rencana Bisnis BPR

i, Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

1.2. Kepemilikan Saham Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau hubungan
keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi
lain dan/atau Pemegang Saham BFR.

1.3, Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan
dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota
Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BFR.

1 4. Paket/kebijakan remunerasi dan f{asilitas lain bagi Direksi dan Dewan

T ~ o g 0 DB

Komisaris.
4.5. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah
1 8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris
1.7. Jumiah penyimpangan intern(internal fraud)
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1.8. Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah diajukan

melalui proses hukum serta upaya penyelesaian
1.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
1 10. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal

maupun penerima dana.
1.11. Hasil Penilaian (Self Assesment)

2_ Uraian dari pokok-pokok Laporan Penerapan Tata Kelola
2.4 Ruang lingkup Pengungkapan Penerapan Tata Kelola
a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
« Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Direksi atau

memperpanjang masa jabatan Direksi apabila masa jabatan hampir
selesai dan mengajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk
memperpanjang atau mengangkat kembali sesuai masa jabatan
berikutnya. Para Direksi telah memiliki sertifikasi Direksi dan tefah lulus
penilaian yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomar
20/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Direksi PT BPR JATENG selama menjabat tidak merangkap jabatan
sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi di salah satu Perusahaan
atau lembaga keuangan yang lain.

Jumniah Direksi sesuai dengan ketentuan modal inti yang kurang dari Rp
50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), maka wajib memiliki 2 (dua)
Direksi. ‘

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| No

1

Pelaksanaan Tugas dan Tang%gg‘g_g Jawab Anggota Direks|
Nama - | Budiman Wijaya, SH.M.Kn
NIK -

| Jabatan : | Direkiur Utama

Tugas dan tanggung jawab

i Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan Perusahaan

2. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

3 Menentukan RBB Tahunan dan arah pengembangan bisnis serta menetapkan
strategi pencapaiannya.
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4. Mengatur dan menentukan strategi marketing untuk pengembangan produk funding
dan lending BPR .

5. Mengendalikan dan memelihara tingkat kesehatan KYD agar selalu berada pada
kondigi sehat. '

6. Menganalisa kinerja BPR
7. Penyelesaian keluhan nasabah

8. Hubungan dengan pihak ketiga untuk mewakili BPR

9. Hubungan dengan instansi terkait, antara lain Otoritas Jasa Keuangan. Bl dan atau
instansi lainnya.

2 | Nama - | Agus Wedi, B.Ac
| NIK | -
Jabatan . | Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab

1. Menetapkan strategi operasional untuk mencapai tujuan usaha BPR.

2. Peng'endalian operasional BPR agar dapat berjalan lancar sesuai dengan tata kelola
perusahaan dan peraturan OJK serta perundangan yang berlaku

3. Mengatur ketersediaan sarana dan prasarana aperasional dan rumah tangga kantor
4, Mengendalikan likuiditas dana operasional untuk menjamin operasional berada
pada tingkat rasio likuiditas yang aman

5. Mengendalikan tekhnologi informasi sebagai support untuk menjamin laporan hasil
operasional yang akurat dan tepat waktu

6. Menganalisa dan melaporkan kinerja BPR termasuk realisasi RBB

7. Mengendalikan fungsi Audit Intern, Risk Management dan Kepatuhan agar dapat
berjalan efektif, termasuk monitoring APU-PPT.

8. Membantu pengendalian dan penyelesaian debitur kolektibilitas 3, 4 dan 5

9. Mengelola transaksi pembukuan, kearsipan dan keamanan penyimpanan dokumen
transaksi

10. Hubungan dengan pihak ketiga untuk mewakili BPR

11. Mengelola transaksi pembukuan, kearsipan dan keamanan penyimpanan dokumen
transaksi

12. Membangun gystem reward dan penalty bagi seluruh personel termasuk sanksi
bilamana terdapat pelanggaran atau fraud

Laporan Tata Kelola PT BPR JATENG ({




‘_ Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

% Frekuensi Rapat Anggota Direksi
Rapat Direksi dilaksanakan secara berkala sekurang — kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan akan tetapi mengingat terjadinya situasi
pandemic Covid 19 maka untuk pelaksanaan Rapat dilakukan secara
reguiar, Rapat tersebut dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan PE.
Topik atau materi rapat selama tahun 2020 sebagai berikut

No Bulan Agenda Rapat

1 | 05 Februari 2020 Perhbahasan mengenai perencanaan produk
kredit baru, pemanggilan vendor dan RBB 2020

2 | 14 februari 2020 Pembahasan mengenai Cash in Safe Kantor
Cabang dan pusat, dan tingkat kesehatan Bank

Pembahasan mengenai penanganan kantor

3 | 31 Maret 2020 dalam menghadapi pandemi Covid 19, program
. restrukturisasi sesuai POJK 11
4 | 04 April 2020 Pembahasan mengenai ketentuan perkreditan

Pembahasan mengenai mutasi karyawan,
penggunaan template analisa kredit _

& | 27 dan 28 Juni 2020 Pembahasan mengenai penerapan Subsidi
Bunga sesuai dengan PMK No.65/PMK.05/2020
Penyelesaian nasabah bermasalah a.n Anas
Abdillah
Pembahasan mengenai stuktur organisasi dan
petmbukuan operasional

9 | 21 Okiober 2020 Pembahasan mengenai hasil pemeriksaan QJK
10 | 03 November 2020 | Pembahasan mengenai QOperasional Kantor

11 | 11 November 2020 | Pembahasan mengenai Biaya — biaya
Pembahasan mengenai perhitungan pajak dan
jurnal pembukuan

13 | 25 November 2020 | Pembahasan mengenai RBB Tahun 2021
Pembahasan mengenai struktur organisasi dan
sistem operasional

Pembahasan mengenai persiapan akhir tahun,
penambahan marketing dan berakhir nya
15 | 30 Desember 2020 Jabatan bu ekawati sebagai komisars PT. BPR

Jateng

5 | 18 Juni 2020

7 | 07 Oktober 2020

8 | 14 Oktober 2020

12 | 18 November 2020

14 | 02 Desember 2020

Laporan Tata Kelola PT BPR JATENG Kl 4



b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

« Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengangkat Dewan Komisaris
atau memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris apabila
rasa jabatan hampir selesai dan mengajukan ke Qtoritas Jasa Keuangan
untuk memperpanjang atau mengangkat kembali sesuai masa jabatan
berikutnya.

« Dewan Komisaris telah memiliki sertifikasi dan telah lulus penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) yang sesuai dengan
ketentuan OJK fentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan sesuai
dengan Peraturan Otforitas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2015
tentang Bank Perkreditan Rakyat.

. Komisaris Utama dan Komisaris merangkap sebagai Komisaris di BPR
lain yang masih satu group dengan PT BPR JATENG. Jumiah Dewan
Komisaris sesuai dengan ketentuan modal inti yang kurang dari Rp
50.000.000 - (ima puluh milyar rupiah), maka wajib memiliki 2 (dua)

Komisaris.
No | Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1 | Nama . | FX. Soewardi
NIK i :
Jabatan : | Komigari Utama

Tugas dan tanggung jawab

1. Sebagai pusat komunikasi antara Direksi dengan Pemegang Saham

2. Bertanggung jawab sebagai pemimpin Dewan Komisaris guna menjamin efekrifitas
fungsi Dewan Komisaris

3 Memastikan bahwa Dewan Komisaris selaiu mendapat informasi yang akurat dan
tepat waktu tentang perkembangan usaha BPR dan hal yang periu mendapat
persetujuan Dewan Komisaris

4. Bertangggung jawab untuk mempersiapkan dan menetapkan agenda RUPS dan
memimpin RUPS

2 | Nama . | Dra. Ekawati
NIK -
Jabatan . | Komisaris |

Tugas dan tanggung jawab

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan
pengarahan, nasihat, memantau dan mengevaiuasi hasil penerapan kebijakan strategic.

2. Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan dan rekomendasi Audit

Internal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Audit Eksternal, QJK dan atau otoritas
lainnya.
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3. Bersama - sama dengan komisaris utama melakukan review terhadap rancangan
RBB yang dibuat oleh Direksi untuk kemudian menyetujui sebagai acuan RBB

4. Bersama - sama dengan komisaris utama melakukan review terhadap rancangan
Laporan Tahunan yang dibuat oleh Direksi untuk kemudian menyetujui sebagai Laporan
Tahunan yang dilaporkan ke OJK dan RUPS.

5. Membuat laporan Dewan Komisaris atas hasil pengawasan pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab Direksi menjalankan kepengurusan BPR, untuk kemudian dilaporakan
kepada Pemegang Saham

6. Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
7. Menghadiri rapat Dewan Komisaris, Komite terkait dan Rapat Umum Pemegang
Saham.

8. Memantau kinerja BPR dan memben masukan strategi pencapaian sasaran kinerja
BPR.

9. Mengikuti pendidikan secara berkelanjutan dan pemutakhiran pendidikan terkait
profesi komisaris BPR

Rekomendasi kepada Direksi :

L.

¢. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite.
Komite akan mendukung efeklivitas Direksi dan Dewan Komisaris narmun
sesuai dengan ketentuan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki modal inti
kurang dari Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), maka PT BPR
JATENG belum membentuk Komite Audit maupun Komite Pemantau Risiko.
d. Penanganan benturan kepentingan.
Terjadinya perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan
kepentingan pribadi Direksi, Dewan Komisaris, atau pihak yang terkait
dengan BPR sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
Direksi dan Dewan Komisaris harus mendahulukan kepentingan ekonomis
BPR daripada kepentingan pribadi, keluarga atau lainnya. Untuk itu
Benturan kepentingan di usahakan untuk di hindari karena dapat
mengurangi keuntunganatau menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.
e. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit intern, dan Audit Ekstern.
e.1. Fungsi Kepatuhan
« Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan dengan menunjuk Pejabat
Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan ya'ng bertanggung
jawab langsung kepada Direktur yangd membawahkan fungsi
kepatuhan. Penyusunan lLaporan Kepatuhan di buat dan di

L4
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laporkan ke Direktur yang Membawahkan Fungsi kepatuhan
secara berkala.

« Dalam penerapan kepatuhan, PE Manajemen Resiko dan
Kepatuhan memastikan BPR patuh akan peraturan dari otoritas
jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Selalu mengingatkan ke divisi lain yang membuat dan mengirim
laporan baik ke OJK, PPATK maupun LPS sehingga dapat
meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam pengiriman
laporan dan sanksi denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa
Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau
keterfambatan penyampaian laporan.

+ Dalam persetujuan kredit, PE Kepatuhan dan manajemen risiko
tidak masuk dalam komite kredit, namun ikut dalam pengecekan
berkas kredit sesuai fungsinya untuk mencegah di ambilnya
keputusan yang melanggar kepatuhan.

e.2. Fungsi Audit Intern

« Penerapan audit inter telah sesuai dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan dengan melakukan pemeriksaan secara berkaia
dari semua unit kerja dan hasil audit yang berupa Laporan
Bulanan fersebut di laporkan ke Direktur Utama dan Dewan
Komisaris, tembusan kepada Direktur YMF Kepatuhan.

« Pejabat Eksekutif dan staf audit intern dalam pelaksanaan
tugasnya meliputi pemeriksaan pencairan  kredit bulan
sebelumnya dan jaminan darn masing-masing unit kena,
pelaporan hasil pemeriksaan serta pengawasan telah di dukung
dengan pedoman kerja yang sesuai dengan ketentuan yang
beriaku dan SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intemal
Bank).

» Audit Intern telah melaksanakan pemeriksaan IT / system CBS 1
(satu) kali dalam 1 Tahun.

e.3 Fungsi Audit Ekstern
« PT BPR JATENG telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP)

Indarto Waluyo, M.Acc, AK, CPA, CA, CPI untuk melakukan audit
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eksternal. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan KAP nomor
10/PK-AL/KAP-W/2020, maka pada bulan Maret 2020 teiah
melakukan audit keuangan dengan posisi 31 Desember 2020,
pemeriksaan tersebut untuk menilai pemahaman atas
pengendalian intemal, penguijian kewajaran pembukuan dan
penilaian operasi. Hasil penilaian dari Kantor Akuntan Publik dari
Akuntan Publik Indarto Waluyo M.Acc, Ak, CPACACPI di
tuangkan dalam Laporan Auditor Indepanden berupa Laporan
Keuangan dan Management Letter.

« Dajamn melakukan pemeriksaan dilakukan secara independen
dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.
Cakupan hasil audit telah sesual dengan ruang lingkup audit
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang bertaku.

f Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
Dalam menerapkan manajemen risiko PT BPR JATENG sesuai dengan
ketentuan Peraturan Oforitas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015
tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko, maka
PE Manajemen Risiko bertanggungjawab sepenuhnya ke Direktur Yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan. PE Manajemen Risiko menyusun
laporan secara berkala dengan melakukan penilaian dan pengukuran dan
mengendalikan risiko yang timbul. Penilaian dalam penerapan manajeman
risiko ada 3(tiga) risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko
kepatuhan dengan metode pengukuran risiko secara kuantitatif dan
kuaiitatif.

g. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait (Related Party) dan Penyediaan
Dana Kepada Pihak tidak terkait atau BMPK, PT. BPR JATENG selalu
mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan no. 49/POJK.03/2017
tentang Batas Maksimum F’emberiah Kredit Bank Perkreditan Rakyat.

BPR JATENG dalam penyaluran kredit tidak melampaui atau melanggar dan
ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Penyaluran Kredit dilakukan
dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang te!ah diatur.
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h. Rencana Bisnis BPR
Untuk Tahun 2021, PT. BPR JATENG telah menyusun dan menyampaikan
Rencana Bisnis BPR (RBB) kepada Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup
Rencana Jangka Pendek, Rencana Jangka Menengah, dan/atau Rencana
Strategis Jangka Panjang, sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank
Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan (SEQJK) Nomor 52/SEQJK.03/2016 tentang
Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat (RBB).
1. Rencana dan Langkah — langkah strategis
a. Rencana dan langkah - langkah strategis jangka pendek periode 1
tahun
1) Promosi penyaluran dana dengan memberdayakan para
nasabah dan UMKM — UMKM DI Kota Semarang melalui
pelatihan  online bekerjasama bekerjasama dengan
konsultan — konsuitan bisnis.
2) Meningkatkan kesejahteraan para nasabah dan UMKM -
UMKM di Kota Semarang dengan menjadikan UMKM —
UMKM tersebut menjadi marketing freelance BPR Jateng.
3) Membuat produk — produk unggulan untuk memenangkan
persaingan BFR
4) Rekruitmen karyawan satiap bulan
§) Penyelesaian kredit menunggak dan NPL melalui lelang
atau eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri.
8) Renovasi Gedung Kantor Pusat
7) Membuat program untuk mempercepat proses pemberian
kredit
b. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka menengah periode
3(tiga) tahun.
1) Targetjangka pendek
a. NPL6%
b. DPK7%
c. KYD 5%
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2) Target jangka menengah
a. NPL 5%
b. DPK7%
c. KYD 9%
d. Prosentase perbandingan petugas lapangan dengan
petugas dalam kantor adalah 60:40
e. Progsentase perbandingan SDM dengan Aset adalah 1:2
c. Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5
(lima) tahun
1) Penguatan kualitas portofolio kredit dengan mempercepat
penyelesaian kredit bermasalah atau hapus buku
2. Target jangka pendek dan menengah
a. Targst jangka pendek
Manajemen PT.BPR Jateng merencanakan penyaluran dan
penghimpunan dana dengan :
1) NPL nett posisi Desember 2021 5 6,17%
Strategi penurunan NPL dengan melalui lelang agunan atau
eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri
2) Pertumbuhan DPK sebesar 6,97 %
Strategi pertumbuhan DPK  dengan membuat produk
tabungan dan deposito yang unggul dan kompaetitif
3) Pertumbuhan kredit sebesar 5,52 %
Strategi yang dilakukan dengan memberdayakan segmen
UMKM di Kota Semarang dan Grobogan selain ity
menjadikan UMKM — UMKM tersebut sebagai marketing
freelance BPR Jateng untuk meningkatkan penyaluran
dana.
4) BOPO Desember 2021 sebesar 77,80 %
b. Target jangka menengah
1) Menjaga rasio kewajiban penyediaan modal minimum
sebesar 15% dan rasio modal inti minimal sebesar 8%
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2) Penerapan GCG
Penerapan Tata Kelola dengan prinsip  TARIF
(Transparency, Accountability, Responsibility, Indepency,
Fairness). -
. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan
Komisarns
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite
- Pepanganan benturan kepentingan
. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit
ekstern '
- Penerapan manajemen risiko
. Batas maksimum pemberian kredit
. Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan
3) Penerapan Manajemen Risiko.
Dalam penerapan manajemen risiko dengan adanya
pengawasan dari Direksi dam Dewan Komisaris, kecukupan
proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan
pengendalian risiko dan adanya pengawasan internal maka
hasil dar penerapan tesebut berupa laporan yang akurat
dan informatif mengenai kondisi PT BPR Jateng dari ketiga
fisiko yaitu risiko kredit, risiko operasional dan risiko
: kepatuhan. '
Pada RBB tahun 2020 ada beberapa target yang belum dapat terrealisasikan
sebagaimana mestinya sehingga laba BPR yang ditargetkan sebesar Rp
6.279.904 ribu, tercapai sebesar Rp 4.433.025 ribu (70,59%).
Total Aset pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp 151 .131.687 ribu,
tercapai sebesar Rp 135.552.786 ribu (89,69%)
Penempatan pada bank 1ain pada tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp
28 442.042 ribu, tercapai sebesar Rp 10.866.942 ribu (69,85%)
Total Kredit yang diberikan yang ditargetkan pada tahun 2020 sebesar Rp
127.490.252 ribu, tercapai sebesar Rp 111.223.662 ribu(87,24%)
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Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh situasi pandemi Covid 19 yang
mengakibatkan pertumbuhan perekonomian yang melambat dan berdampak
juga pada melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

i. Transparans| Kondlsi Keuangan dan Non Keuangan
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 48/POJK.03/2017
tentang transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat, maka PT
BPR JATENG telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dengan
membuat Laporan Tahunan 2020 dan lLaporan Keuangan Publikasi Tahun
2020.
Untuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan posisi akhir Maret, Juni,
September dan Desember yang terdiri dari Laporan Neraca & Laba Rugi,
Laporan Komitmen Kontjjens Publikasi, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) &
Informasinya lainnya. l.aporan publikasi triwuianan posisi bulan Maret, Juni,
September, Desember Tahun 2020 telah terpasang di papan pengumuman
baik di kantor pusat, kantor cabang dan kantor kas. Untuk posisi bulan
Desember selain di umumkan di papan pengumuman juga di umumkan di
media massa. Dengan demikian Bank tetah melakukan transparansi informasi
kondisi keuangan perbankan kepadq masyarakat.
PT BPR JATENG juga telah melakukan transparansi produk Bank dengan
membuat brosur, pemasangan iklan di radio, sosial media sehingga produk

PT BPR JATENG semakin dikenal oleh masyarakat.

2.2 Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan/ atau
hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris,
anggota Direksi lain dan/atau Pemegang $aham BPR.

« Untuk kepemilikan saham anggota Direksi dibagi menjadi 2 yaitu
kepemilikan pada BPR yang persangkutan dan dan pada perusahaan

lainnya.
Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR
N : Persentase
No | Nama Anggota Direksi NIK Nominal | epemilikan (%)
1 | Budiman Wijaya SH, MKn | - Nihit Nihil
| 2| Agus WediBAc - —__Nihil Nihil
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Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Nama Persentase
No | Nama Anggota Direksi NIK Sanfi;,Bank Penisahaan | Kepemilikan
in .
Lain (%)
1 | Budiman Wijaya SH, M.Kn - Nihil Nihit Nihil
2 | Agus Wedi B.Ac - Nihil Nihil Nihil

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keuangan
No| Nama Anggota Direksi | NIK A&?gﬁg‘? Aé‘gggf Pesrnagang
Lain Komisaris aham_
1 | Budiman Wijaya SH, M.Kn - | Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
2 | Agus Wedi B.Ac - | Tidak Ada | Tidak Ada Tidak Ada

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keluarga
N Narna Anggota Direksi Anggota | Anggota
© ma Anggota Direks| NIK Direksi Dewan | Pemegang Saham
Lain Komisaris
Bp.Agus Pramono
1 | Budiman Wijaya SH, M Kn - | Tidak Ada | Tidak Ada — Paman
2 | Agus Wedi B.Ac - | Tidak Ada | Tidak Ada Tidak Ada

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai kepemilikan saham pada BPR
yang bersangkutan dan Perusahaan 1ainnyé, serta tidak memiliki hubungan
keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, Komisaris
dan Pemegang saham kecuali untuk Direktur Utama memiliki hubungan

keluarga dengan Pemegang saham.

2.3 Kepemilikan saham anggota Dewan Komis
keuangan dan/atau hubungan keluarga ang
dengan anggota Dewan Komisaris lain,

Pemegang Saham BPR.
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Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Nama Anggota . Persentase
NO | Dewan Komisaris Norminal Kepemilikan (%)
| 1| F.X Soewardi Nihil Nihil
|2 | Dra, Ekawati Nihil Nihif

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lainnya

B . Nama Farsentase
No | Nama Anggota Dewan Sandi Bank | popsahaan | Kepemilikan
Kormisaris Lain .
Lain (%)
1 | F.X Soewardi Nihil Nihii Nihit
| 2 | Dra. Ekawati Nihil Nihil Nihil
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR
o Nama Anggola Hubungan Keuangan
Dewan Kamisaris Anggqta [.Dew.an Anlggotz'a Pemegang
Komisars iain Direksi Saham
1 | F.X Soewardi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
2 | Dra. Ekawati Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR
Hubun Keluarga
Nama Anggota ungan Revarg - —
No e Anggota Dewan Anggota Pemegang
Dewan Komisaris A N
Komigarig lain Direksi Saham
1 | F.X Soewardi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
2 | Dra. Ekawati Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Seluruh anggota Dewan Komisanis tidak mempunyai kepemilikan saham
pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lainnya sena tidak memiliki
hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi, Dewan

Komigaris lain, dan Pemegang Saham.
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2.4 Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan

Komisaris yang di tetapkan berdasarkan RUPS.

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham, remunerasi dan fasilitas

bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut

Jenis Direksi Dewan Komisarnis
No Remuneras Jumiah | Jumlah Jumlah | Jumiah
_ orang | keseluruhan (Rp) | orang keseluruhan (Rp)
1| Gaji 2 49.500.000 2 27.500.000
2 | Tunjangan 1 1,000.000 - -
3 | Tantiem - - - _
Kompensasi - - - -
4 | berbasis saham
Remunerasi — L - - |
5 | lainnya
Total B o 500.000 27.500.000

Fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan

Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain

Uraian fasilitas disertai dengan jumtah

No Jenig Fasilitas Lain fasilitas (unit}
Direksi Dewan Komisaris
1 | Perumahan - -
2 | Transportasi 1 buah mobil -
3 | Asuransi Kesehatan BPJS -
4 | Komunikasi 1 buah Handphone -

1 buah laptop

2.5 Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah.

Yang dimaksud gaji adalah hak pegawai yang di terima dalam bentuk uang
sebagai imbalan kepada pegawai atau karyawan yang sudah di angkat
menjadi karyawan tetap termasuk tunjangan, uang makan dan uang premium

yang di terima setiap bulan.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala pebandingan.

I_terendah

—
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah 27:5

Rasio gaji Anggota Direksi yang tertinggi dan 19 10
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Rasio gaji Anggota Dewan Komisaris yang "y
tertinggi dan terendah 10
Rasio gaiji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi 11:5
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai 27 - 10
tertinggi )

26 Frekuensi rapat Dewan Komisaris
Rapat Dewan Komisaris dan Direksi walaupun di jadwal minimal 1 (3atu) kali
dalam 3 (tiga) bulan namun Direksi dan Dewan Komisaris berusaha

mengadakan rapat secara terjadwal untuk melakukan evaluasi kerja bulanan
dan rapat tersebut di hadiri seluruh Dewan Komisaris, dan dari hasil rapat
tersebut telah di buat risalah dan di dokumentasikan dengan baik.

Topik atau materi rapat selama tahun 2020 sebagai berikut

[ Jumlah ]
| No | Tanggal rapat | peserta | Topik/Materi pembahasan ‘ ]

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng posisi akhir tahun
1 | 17 Januar 2020 2 2019

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng per akhir Januari
2 | 12 Februari 2020 2 2020

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng per akhir Februari
3 | 16 Maret 2020 2 2020

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng selama Triwulan |
4 | 09 April 2020 2 2020

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng selama Cafur
5 | 11 Mei 2020 2 Waulan | 2020

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng per akhir Mei
6 | 10 Juni 2020 2 2020

Evaluasi kinefja PT.BPR Jateng selama semester
7 | 14 Juli 2020 2 1 2020

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng per akhir Juli
8 | 15 Agustus 2020 2 2020

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng per akhir Agustus
o | 09 September 2020 2 2020

o Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng selama Triwulan

10 | 12 Oktober 2020 2 11i 2020

Evaluasi kinerja PT.BFPR Jateng per akhir Qktober
11 | 09 November 2020 2 2020 dan pembahasan RBB Tahun 2021

Evaluasi kinerja PT.BPR Jateng per akhir
12 | 10 Desember 2020 2 November 2020
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Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No Namge?vr;%gota NIK Frekuensi Kehadiran k-r'i.ln%;sat
L Komisaris Fisik | Telekonferensi ehadiran
1 | F.X Soewardi - 10 2 100%

Dra. Ekawati - 10 2 100%

27 Jumlah penyimpangan intem (internal fraud)
Merupakan penyimpangan atau kecurangan tarkait keuangan yang dilakukan
oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Berikut
ini selama tahun 2020 penyimpangan intern yang dilakukan baik itu di Kantor
Pusat, Kantor Cabang maupun di Kantor Kas PT. BPR Jateng.

proses hukum

28

Jumlah kasus yang ditakukan Qleh
Jumlah -
penylmpangan Direksi Dewan Komisans Pegawal Tetap Pegawsai Tidak Tetap
intecnal(Dalam 1
tahun) Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
sebelumnya | Laporan | sebelumnya Laporan | sebelumnys | Laporan sebelumnya | Laporan
Total Fraud Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihl} Nitil Nihil
Telah . _ -
dizelesalkan Mihif Nihit ‘ Mihil Nthil
Dalam proses
penyelesaian MNihil Nihil Nihil Nihil Nihil Wihil ik Nihil
internal BPR B
Belum
diupayakan Nihit Nibill Niil
penyelesaian
Tetah ditindak
lanjuti melatui

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah

selesai.

Selama tahun 2020 tidak ditemukan adanya permasalahan hukum pada

PT.BPR Jateng baik itu hukum pidana maupun perdata.

Peﬁnasalahan hukum

+ Jumlah (satuan)

Perdata Pidana
Telah selesai ( tetah
mempunyai kekuatan Nihil Nihil
hukum yang tetap)
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Dalam proses penyelesaian Nihil Nihil
Telah selesal ( telah

mempunyai kekuatan Nihil Nihil
hukum yang tetap)

Total Nihil Nihil

2.9 Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
Para pengurus PT BPR JATENG berusaha untuk menghindari terjadinya
penturan karena benturan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi
Perusahaan. Namun bila ada transaksi yang mengandung benturan maka
Direksi dan Komisaris akan duduk ‘bersama untuk mencari solusi dengan
mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan
bersama supaya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

B . o . ilai
Pihak yang memiliki Pengambil , Wilal
i Jenis transaksi | Keter
ti ki
No | benturan kepentingan eputusan | iransaksi | (Jutasn | angan
L Nama Jahatan Nama | Jabatan rupiah)
1 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil

2 10 Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal

maupun penerima dana
Sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara — saudara yang membutuhkan

maka bantuan yang diberikan selama tahun 2020 sebagai berkut :

| No Penerima Dana Nominal
1 | Yayasan Tuna Rungu . Rp 50.000,-
| 2| Pembeiian kaos Police News L:ogo Rp 130.000,-
3 i Panti asuhan Noor Hidayah dan Panti Rp 3.092.500,-
asuhan Sunan Muria Rowosari

Sedangkan untuk kegiatan politik. PT BPR JATENG selama 2020 tidak

memberikan baniuan.
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2 11 Hasil Penilaian (Assesment)
KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESMENT

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERMENT
PT.BPR JATENG
Periode Desember 2020

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nilai Komposit Peringkat Kompaosit

1,95 Baik

Analisis

"A. Struktur Tata Kelola

Faktor Positif

1 Direksi di PT BPR JATENG berjumlah 2 (dua) orang dan Dewan Komisaris juga

herjumlah 2(dua) orang.

Direksi telah memiliki dan metaksanakan Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

3. Penanganan benturan kepentingan akan di musyawarahkan bersama dan
penturan kepentingan akan di hindari sehingga tidak menimbuikan kerugian
pada Perusahaan.

4. Fungsi Kepatuhan yang dibawahi Direktur Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan menerapkan tata kelola dan kepatuhan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.

5 Audit Intern telah melaksanakan pengawasan dan pengamanan dengan
melakukan pemeriksaan secara berkala dan bertanggunjawab kepada Direktur
Utama

& Auditor ekstern telah melakukan pemeriksaan dan melaporkan hasil audit ke
Otoritas Jasa Keuangan

7 Selama ini tidak ada pelanggaran dan pelampaun BMPK.

Rencana Bisnis BPR telah disusun dan dikirimkan kepada Oforitas Jasa

Keuangan sesuai ketentuan Otoritas  Jasa Keuangan POJK No.

37/POJK.03/2016 dalam bentuk rencana bisnis yang merupakan rencana

strategi Bank dalam meraih target yang sudah direncanakan.

9. Transparansi kondisi keuangan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuagan nomor 48/POJ K.03/2017.

Faktor Negatif -
1. Tingkat kepatuhan dari masing-masing unit ketja sudah batk namun belum

L optimal sehingga perlu ditingkatkan menjadi budaya patuh yang lebih baik.

Ly

n

@
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B. Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Positif ‘

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
dan tanggungjawab Direksi.

» Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan
pengaiihan tugas dan fungsi Direksi.

3 Seluruh pengurus berusaha menghindari adanya benturan kepentingan yang
akan mengakibatkan kerugian dan apabila terjadi benfuran kepentingan segera
dilakukan pembahasan.

4. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan bahwa BPR telah

memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan

Peraturan Perundang — undangan lainnya.

Pelaksanaan audit intemn dan eksteren dilakukan sesuai ketentuan

Dewan Komisaris telah memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata kerja

7 PT BPR JATENG telah transparan dalam menyampaikan informasi keuangan
dan non keuangan.

8 Rencana Bisnis PT.BPR Jateng telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh
Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

9. PT.BPR Jateng telah menyusun dan melaporkan sesuai dengan ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan

o >

Faktor Negatif
1. Masih dilakukan evaluasi dan review kebijakan dengan menyesuaikan ketentuan

dari otoritas jasa keuangan yang beraku
2 Rencana Bisnis Bank yang telah disusun dalam pelaksanaan menyesuaikan

dengan perkembangan perekonomian.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor positif

1. Direksi dan Dewan Komisaris tidak melanggar ketentuan yang berlaku

»  Audit intern dan audit ekstern telah menjalankan fungsi secara independen dan
obyektif . .

3. Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK

Faktor negatif
Masih terdapat temuan yang persifat administratif dan segera dilakukan

pembenahan dan pembenaran.

L

Dari hasil penilaian sendiri atau self assesment atas pelaksanaan tata kelola di tarik
kesimpulan bahwa penerapan tata kelola telah di terapkan dengan dengan score 1,93

L
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sehingga tingkat komposit bajk dan akan selalu di lakukan ditingkatkan agar menjadi
lebih baik lagi.

taporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF" pada
dasamya merupakan seluruh proses keria PT.BPR JATENG selama 1(satu) tahun

melalui pendekatan pemberdayaan sefuruh Sumber Daya Manusia yang ada di BPR
JATENG sehingga mengupayakan tidak ‘terdapat datafinformasi strategis dan

signifikan yang tertinggal.
Semarang, 07 Juni 2021
PT BPR JATENG
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